
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SAMBAS  

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SAMBAS 

 
NOMOR : 54/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
SAMBAS NOMOR : 4/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG 

 TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  

TAHUN 2015 
  

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS, 

 
Menimbang      :         a. 

 

bahwa berdasarkan tahapan pendaftaran lembaga 

pemantau, survei atau jejak pendapat dan 
perhitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 yang 
terakreditasi dan terdaftar di Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sambas belum ada yang 
mendaftar atau belum sempat melakukan 
pendaftaran sampai batas waktu terakhir 

pendaftaran; 
 

  b. bahwa dalam rangka memberikan ruang dan 
kesempatan yang lebih luas sebagai bentuk partisipasi 

masyarakat, maka masa pendaftaran lembaga 
pemantau, survei atau jejak pendapat dan 
penghitungan cepat hasil pemilihan diperpanjang 

sampai dengan tanggal 1 Desember 2015; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dalam huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sambas perlu melakukan 
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Sambas Nomor : 4/Kpts/ KPU-Kab-

019.435667/2015 tentang Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sambas Tahun 2015. 
 

Mengingat    : 1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959   
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang... 
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  2. Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2008 tentang 

Perubahan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 
20011 tentang  Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan  Umum  (Lembaran  
Negara  Republik     Indonesia Tahun 2011 Nomor 

101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5246); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5678); 

 
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 

2010; 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2008; 
 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 
2015 tentang  Tahapan,  Program dan  Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);  
 

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Sambas Nomor : 4/Kpts/ KPU-Kab-

019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Sambas Tahun 2015; 
 

 
 

2. Surat... 
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